ama yang d

- iy

berawal- daﬁ pro-

masalah muncul karena

bangnya suatu interpretast dominan
yang menyatakan bahwa POLRI
tidak lagi menjadi bagian dari TNI
(aktor pertahanan) dan harus ber-
ke-
amanan yang mandiri. POLRI juga

transformasi menjadi  aktor

diberi wewenang penuh untuk

ondisi kes

“nya berkonsentrasi

gulangan acama

ip onsep
I kedudukan

Ajar engan konsep ke-

amanan,

Jika interpretast it berusaha dikajt
secara akademis maka akan tmbul
kesulitan metodologls yang rumit.
Kesulitan ini timbul karena kajian-

kajian ilmiah cenderung menempat-



kan . keamnan (ngn';}l)

tahanan (defense) sebaga.t salah satu
chmensz dari konsep = keamanan.
Konsep keamanan berkaitan dengan
lima .sekt_o_r utama: . militer, politik,
ekonomi,
hidup. . Dimensi militer dan  ke-

amaﬁa_n berurusan dengan kapabili-

sosial dan lingkungan

tas pertahanan suatu negara. Jika
perspektif ini  digunakan . untuk
menghkajl  pemisahan  TNI = dan
POLRI maka kemungkinan inte-
pretasi yang muncul adalah pertama,
POLRI diletakkan sebagai aktor ke-
amanafi utama dan dengan demi-
kian dapat dikatakan secara vulgar
bahwa POLRI telah berhasil “me-
ngeiuarkén” TINLdari ruang lingkup
aktor keamanan dan“meletakannya
“hanya” sebagai aktor pertahanan.
Interpretasi ini bukan merupakan
interpretasi yang lazim diterima di
kalangan akademisi.

Interpretasi kedua yang lebih dapat
diterima menyatakan bahwa TNI
dan POLRI sama-sama bagian dari
aktor keamanan. Namun, TNI di-

arahkan untuk mengurusi dimensi

sebagzu_ - militer .

konsep mduk dan meletakkan per-.

yarakat

(pertahanan)  semeniara

POIRI lebih  diarhkan unfuk

‘menangani dimens: ketertiban mas-

dan penegakan hukum.
Teka-teki yang muncul dari inte-
pretasi ini adalah jika TNI dan
POIRI berada dalam dimensi-
dimensi spesifik dart konsep ke-
amanan maka siapa yang berperan
sebapai aktor keamanan utama.

Teka-teki tersebut dapat dijawab
dengan terlebih dahulu tnelakukan
rekonstruksi aktor keamanan. Se-
cara tradisional, kajian keaman-
an menempatkan negara sebagai
aktor utamanya. Penempatan ne-
gara sebagat aktor utama didasan pada
argumen kaum Hobbesian (Realis) yang
mengasumsikan  bahwa masyaiakat
membutuhkan negara yangaakan ber-
peran sepert monster (/ewathan) untuk
mengura kemungkinan terjadinya per-
tikaian antar manusia yang mengarah
kepada pembentukan sistem yang
anarki Machiavelli kemudian me-
nunjukkan bahwa pertikaian antar
manusia ini cenderung untuk meng-
gunakan power, karena itu negara

diberikan hak untwk me-

harus
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_ | _.'.-'r_no':_zopoli akumulasi power (militer).
Bagi Clasewirs, hak monopoli ter-
‘ _sebu.t_d.ibeﬁkan secara politis oleh
negara kepada aktor militer sehingga
ia secara legal tumbuh menjadi sus
atu kekuatan profesional yang dapat
membuat  komponen-komponen
masyarakat untuk tunduk kepada
aturan-aturan ketertiban yang dibuat

oleh negara.

Ada dva hal utama yang dapat
ditarik dari kajian tradisional di atas.
Pertama, negara memberikan hak
kepada aktor militer untuk tumbuh
menjadi samisatunya aktor legal
yangiumelakukan akumulasi kekuat-
an bersenjata. Konsckuensi logis
dati akumulasi ini adalah hanya
aktor militer yangudapat menangkal
aksi-aksi kekerasan bersenjatasyang

mengancam suatu negara.

Kajian-kajian terbaru dalam bidang
strategi keamanan nasional dan
internasional menunjukkan terjadi-
nya perubahan hakekat ancaman.
Perubahan  ini

terjadi  terutama

karena adanya petluasan konsep

keamanan (seaurip) yagadiletakkan
sebagai konsep mxﬂti—dimensio_i_ﬁ_él. .:
Sifat multidimensional konsep ‘ke-
amanan iai  mengharuskan negara
untuk” mengembangkan strategi ke-
amanan komprehensif untuk menang-
kal berbagai bentuk ancaman sep_ei:u'
ancaman militer-non militer, eé.rta}m/-
wiernal, maritime-based atau !and—ﬁa:éd,
technological-based atan human-based.
Strategi tersebut dapat dilakukan
dengan minimal dua cara. Pertama,
negara mempetluas’ ruang gemak
aktor militer schingga aktor ini
dapat menangkal bentuk semuz
ancaman. Atau, kedua, aktor yang
hanya memiliki kompentensi untk
mengatasi - masalah pertalanan
negara. Alternatif kedua merupakan
alternatif yanp digilitkan selama

masa refortmasi ini.,

Konsekuensi logis dati pengadop-
sian  alternatf kedua ini adalzh
petlunya dilakukan refungsionalisasi
dan restruk-turisasi institusi militer
agar institusi militer dapat ber-

konsentrasi untuk mengembangkan



: kompemena dan kapabxhtas d1
bldang pextahanan nega:ca ' '
I{ompetensl dan kapab]htas yang perlu
dikembangkan terutama adalah yang
berkaitan dengan kebutuhan untuk
mengnghal ancaman yang berdimensi
ekste_r_ria_l, “konvensional, baik - yang
berdimensi maritime-based, land-based,
echnological-based, maupun  buman-
based.
spestfik yang harus ditapgani ter-
sebut dapat dilihat dalam Tabel 1
berikut 1ni.

Benmk-bentuk  ancaman

Tabel 1. Hakekat Ancaman

Mantim Based | Land Based
Tech.  |Human [Fech.basHuman
Based | Based Jed Based
Konven | Cenderung [Ferons [nsurge-
sional Tidak Ada e hcy
Inte Piracy;
rmal Mo Smuggling; Ancamian non-
Konven . .
sional Hijack; railiter
Blockade
Eks {Konven |Waron | Amphi |Limi-  |Mass
ternisional  |Sea; bious |ted Land
al Bloc- Operat |Land | Invasion
kade; ons Tnva-
Air sion;
Attack Adr
Attack
Non-
Konven Transnational Crime
sional

_Kedua saat aktor rmhter ameng-

aktifkan fungsi keamanannya, “ia
memang diarahkan untuk menjelma
menjadi feviathan. yang profesional.
Saat leviathan beraksi maka tidak bisa
diharapkan bahwa sang aktor akan
mengindahkan kaidah-kaidah moral
yang betlaku. Namun, aksi penye-
lamatan mnegara ini menjadi suatu
keharusan dan karena itn aktor
militer dilath untuk dapat meng-
gunakan segala cara yang dipandang

petlu.

Untuk Indonesia, masalah utama
segera  dipecahkan
adalah TINI mastih dibebani dengan

masalah-masalah

yang  harus

pohitik-ekonomi
pertahanan; TINI belum sepenuhnya
menjelma tentagd pro-
fesional dan masih.memiliki karak-

ter tentara polittk dan tentara niaga.

menjadi

Hal ini terutama disebabkan belum
tuntasnya agenda-agenda reformasi
militer, yaitu: (1} perumusan re-
gulasi-regulasi politik serta kebijakan
pertahanan negara; (2) konsolidasi
organisasi dan tataran ke-wenangan

antara Departemen Per-tahanan dan



S0

Mabes TNI; (3)'ehsiensi dan efek-
tifitas pempgunaan
pertahdnan; (4) penataan ulang gelar

sumber daya

kekuatan TNI sesuai dengan ran-
cang bangun postur pertahanan
Indonesia; dan (5) pembentukan
tentara yang profesional ditandai
dengan peningkatan keahlian, tang-
gung jawab komando, kesatnan
ptofesi, serta kesejahteraan prajurit

TNL

Penuntasan segera agenda reformasi
militer dilakukan agar TNI dapat
segera memulai proses transformasi
per-tahanan untuk membentuk TNI
yang, profesional, tangguh, dan
menang, perang. Agenda reformasi
militer diharapkan tuntas di masa
akhir  jabatan “Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (2009).

Untuk itu, Menteri Pertahanan perlu
segera merumuskan kerangka ketja
yang akan menopang perwujudan
empat variasi kontrol sipil: normatif,

substantif, efektif, serta obyektif.

Variasi pertama adalah kontrol sipil

normatif. Gagasan kontrol sipil not-

matif mengharuskan “pemerintah
untuk membentuk suatu cetak biru
regulasi-regulasi politk di bidang
pertahanan negara. Cetak biru ter-
sebut. dibentuk agar ada kerangka
lepal-formal yang lengkap yang
mengatur (z) tataran kewenangan di
bidang pertahanan negara; (b) jenis-
jenis kebijakan dan strategi per-
tahanan negara; {(c) organisasi per-
tahanan pegara; (d) mekanisme
pengerahan dan penggunaan ke-
kuatan TNL () ptinsip pengolahan
penggunaan
pertahanan; serta. (f) keprajuritan.

dan sumber _ daya
Aturan - perundang-undangan  yang
harus diprioritaskan adalah (1) RUY
U #No.
31/1997 tentang Peradilans/Militer;
(2) RUU Tugas PesBantuan; (3)
RUU Kompenien Cadangan Per-
tahanan Negara; (4) RUU Pe-
netapan dan Penanggulangan Ke-
adaan bahaya (5) RUU Bela Negara;
{6) RUU Mobilisasi dan Demobi-
Lisasi; (7) RUU Hukum Pidana
Militer; (8) RUU Sumber Daya
Pertahanan Negara; dan (9 RUU

tentang  Perubahan



Tata _Rugn_g - Wilayah _Pe_rtaha_n_an
Negara. : e

Variasi Jkedua adalah kontrol sipil
substantif yang dapat diimplemen-
tasikan dengan menetapkan rang-
kaian kebijakan pertahanan negara
sesuai dengan mandat Pasal 16.UU
3/2002. Perumusan selurgh rangkaian
kebijakan pertahanan negata ini telah
dimlai oleh Departemen Pertahan-
an dengan melakukan proses Kaji
Ulang Pertahanan Negara (Sinatepic
Defense Review). Kaji Ulang Pertahanan
ini menjadi dasar perumusan Ke-
bijakan Umum Pertahanan Negara.
Kebijakan Umum Pertahanan Negara
ini akan berfungsi sebagai Strategi
Raya  (Grand “Strategy) Pertahanan

Indonesia.

Untwk merumuskan Strategy Raya
Pertahanan
perlu segera membentuk Dewan Per-
tahanan Nastonal (DPN). Pembentuk-
an DPN sudah ditentukan oleh UU
3/2002 dan DPN diarahkan untuk
memiliki fungsi terbatas pada pem-
kepada Presiden

Indonesia, pemerintah

berian  nasehat
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tentang perarpusan Kebijakan Umum
Permahanan  Negata serta  tentang

pengerahan kekuatan TNL

Variasi ketiga adalah kontrol sipil
efektif. Pelaksanaan kontrol sipil
efektif ini akan sepenuhnya ter-
gantung dari kapasitas pemerintah
dan DPR untuk mengau}asi peng-
gunaan anggaran pertahanan. PR
pemerintah SBY untuk menegakkan
kontrol sipil efektif i adalah (1)
menyusun’ mekanisme penganggar-
an. baru sesuai dengan prinsip
APBN. Kinerja terutama untuk
menjamin bahwa seluruh kebutuh-
an TNI dapat oleh
APBN; (2 DPR,

menetapkan mekanisme pertang—

dipenuhi

bersama

gungjawaban pengeloliandanggar-
an pertahanan dalam rangka pe-
nerapan prinsip akuntabilitas dan
transparansi; serta  (3)
UU  TNI,

alternatif-alternatif

sesuail

mandat menyusun

pe-
bisnis

model
ngambilalihan  aktivitas

militer oleh negara.



| ”.'Var_ia_si fer__ak_hi; adalah kontrol sipil
-obyckﬁf. Gagaéan kontrol sipil
:'oby;éktif pada dasarnya menempat-
kanINI sebapai evaluator diri (self-
-evaluator) bagi terbentuknya TNI
yang profesional. Untuk menegak-
kan kontrol sipil obyekdf, Depatte-
‘men Pertahanan diharapkan dapat
meminta Mabes TINI untuk me-
oyusun krangka program “miirer-
1sasi militer” yang terdir atas (1)
pembentukan gugus tugas - serta
penetapan  kerangka wakm  re-
Doktrin < "TNI
Doktrin-doktrin Angkatan; (2) pe-
etik
miltter; (3) penetapan karangka wak-

defenisi serta

nyusunan  rancangan kode
tu proses tevisi kurtkulum pendidi-
kan militet;, serta (4) rancangan
penataan ulang gelar kekuatan TINL
Selain itu, pemerintah juga haros
dapat  menetapkan  alternatif-
alternatif model kebijakan untuk
meningkatkan  kesejahteraan pra-

jurit.

Namun, penerapan kontrol sipil
atas militer belum menjawab masa-

lah yang betkaitan dengan jenis

aktor keamanan yangharus . ber—
peran jika ancaman terhadap negarﬁ
sama sekali tidak melibatkan aksi
kekerasan bersenjata. Masalah 1m
bisa dipecahkan dengan dua cara.
Cata pertama dilakukan oleh regim
Orde Baru dengan meletalkan aktor
militer (ABRI saat itu juga termasuk
POLRI) sebapai satu-satunya “aktor
keamanan yang harus dapat me-
netapkan  beragam strategi untuk
menangkal semua bentuk ancaman.
Namun, karena ABRI memang
pakar dalam melakukan aksi ke-
kerasan bersenjata maka entitas ini
cenderung untuk  menggunakan
strategi-strategl represif. Cara kedua
dilakukan dengan menugaskan aktor
keamanan utama (negara) untuk
mengembangkan besbagai derivasi
aktor keamandn untuk mengatasi
karakter multi-dimensional konsep

keamanan.

Perluasan konsep dan aktor keamanan
ini sebenarnya merupakan gagasan dari
kaum constructivist, Kaum constractivist int
mengembangkan cifical secnrity  studies
yang memandang konsep keamanan



sebagai suatu konsep” fleksibel yang
tergantung pada proses suwnfization
yang dilakukan aktor keamanan ter-
hadap obyek keamanan. Adanya proses
politisast wacana keamanan menye-
babkan timbulnya  kecenderungan
dominasi aktor pohtk dan militer

- ~dalam keranpka kerja keamanan negara.

Kontribusi penting kaum construc-
tivist adalah peringatan bagi para
kebijakan untuk tdak

buru-bura mengeskalasi suatu isu

pembuat

menjadi isu keamanan. Suatu isu
hanya dapat dikategorikan sebagai
isu keamanan jika isu tersebut me-
nghaditkan ancaman nyata (exis-
ential threats) terhadap kedaulatan
dan keutuhan teritotial negara. Isu
keamanan juga hanya akan ditangani
oleh aktor militer jikasancaman yang
muncul  disertai  dengan™wsaksi
kekerasan bersenjata dan telah ada
bahwa telah

mengeksplorasi semua kemungkin-

kepastian negara

an penerapan strategi nonkekerasan,
Kepastian tersebut dapat diperoleh

jika negara meningkatkan kemampuan
badan inteljen untuk mengoperasi-
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onalkan indikator sistem perinpatan
dind  (early warning systen) Indikitor
tersebut harus terkait dengan vadasi
sumber konflik. Sistern petingatan dini
ini. dtharapkan dapat menyediakan
ruang manuver yang cukup luas bagi
beragam aktor - resolusi konflik dan
memperkect kemungkinan terlibatnya
aktor militer dalam upaya penyelesaian
konflik.

Tulisan i1 ditutup = dengan
mengungkapkan beberapa pekerja-
an rumah yang periu dilakukan
untuk menerapkan . pandangan
eritical school-di-atas. Pertama, harus
diciptakan suatu struktur normatif
-formal yang menjamin bahwa
aktor militer dan teknik kekerasan
bersenjata akan dijadikansebagai
alternatif terakhir®yang terpaksa
harus dipilih. Kedua, harus dikem-
bangkan suatu prosedur trans-
paran yang akan menyediakan
informasi ke publik tentang ter-
jadinya proses keamanisasi suatu
isu. Terakhir, perhu dikembangkan

mekanisme  resolusi

lokal

beragam

konflik yang melibatkan
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